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BAB III

PENUTUP

I. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas maka

dapat disimpulkan bahwa implementasi hak tersangka untuk mendapatkan

bantuan hukum pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan belum

diiplementasikan secara optimal. Menurut penuturan narapidana di LP

Wirogunan yang notabene pernah menjadi tersangka yang sebagian besar dari

mereka telah disidik di Poltabes Yogyakarta, mengatakan bahwa tidak

mendapatkan Bantuan Hukum di tingkat Penyidikan. Hal ini dikarenakan

selain mereka tidak mampu secara ekonomi juga pada saat pemeriksaan awal

tidak pernah diberitahukan oleh penyidik. Sebagian dari mereka hanya

didampingi pada saat pemeriksaan di tingkat Pengadilan saja itupun kalau

memang sangat dibutuhkan. Hal ini dipertegas oleh salah satu hakim di

Pengadilan Negeri Yogyakarta Beliau mengatakan bahwa dalam kurun waktu

1 tahun Bantuan Hukum Cuma-Cuma yang diberikan oleh Pemerintah hanya

cukup untuk 2 sampai 3 kasus saja, selebihnya itu merupakan kerjasama

antara Lembaga Kepolisian dengan Kantor Bantuan Hukum seperti LBH.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas bagi

penyidik yang tidak memberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan

bantuan hukum ini pada dasarnya tidak ada. Di dalam Kitab Undang-undang

Hukum Pidana (KUHAP) belum diatur secara tegas mengenai pelanggaran

yang dilakukan oleh polisi dalam melakukan penyidikan. KUHAP hanya
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hanya memberikan sarana berupa Pra Peradilan. Dalam aturan ini lingkup

pemeriksaannya sangat terbatas hanya terhadap keabsahan dari tindakan

Penyidik dan penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penghentian

penyidikan dan penuntutan, oleh karena itu perlu ditambahkan mengenai

dasar diajukannya Pra Peradilan oleh Tersangka yaitu apabila ada

pelanggaran atas tidak diberitahukannya hak tersangka khususnya untuk

mendapatkan bantuan hukum. Apabila pemeriksaan tersebut dilanjutkan

namun belum dilimpahkan ke Pengadilan maka BAP yang sudah ada Batal

Demi Hukum.

Tersangka juga dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh

Penyidik ke Propam yang kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap

penyidik tersebut apabila cukup bukti akan adanya pelanggarna maka bagi

penyidik yang telah melanggar tersebut maka akan mendapat sanksi yang

telah ada di Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ataupun

di dalam hukum disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia.

II. Saran

Bagi Penyidik hendaknya sebelum melakukan pemeriksaan wajib

memberitahukan kepada tersangka atas haknya untuk mendapatkan

bantuan hukum dan bagi tersangka yang diancam hukum 5 tahun ke atas

dan tidak mampu secara ekonomi ditawarkan bantuan hukum cuma-cuma.

Hal ini perlu didukung dengan adanya dana yang lebih banyak dari

Pemerintah untuk membiayainya. Di samping itu untuk meningkatkan
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kesadaran masyarakat akan hak-haknya maka hendaknya lebih banyak

diadakan penyuluhan hukum.

Perlu diatur pula secara tegas di dalam RUU KUHAP mengenai

dasar diajukannya Pra Peradilan oleh Tersangka yaitu apabila ada

pelanggaran atas tidak diberitahukannya hak tersangka untuk mendapatkan

bantuan hukum. Apabila pemeriksaan tersebut dilanjutkan namun belum

dilimpahkan ke Pengadilan maka BAP yang sudah ada Batal Demi

Hukum. Selain itu juga adanya pengawasan baik secara internal maupun

eksternal yang lebih efektif terhadap pelaksanaan pemeriksaan penyidikan

yang dilakukan oleh Penyidik POLRI.
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